SALINAN

BERITA DAERAH KOTA HiMA

MOMOER . 302 TAHUN 2023 SERI !

WALIKOTA BIMA
PROVINS] NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA RIMA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

INOVAS] TaERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKCOTA RIMA,

Memimbang 8. bahwa untuk mendukung peningkatan kinega
penyelenpgaran pemerintah daerah dun pelayanan
publik di Kota Bima dalam rangka mewujudican
kesejahteraan masyarakar, perlu meningkatkan
inovasi daerah!

b.  bahwa untuk meningkatkan inovasi daerah, perlu
dileksanakan secara terencana dan  terpadu
melalul proses advakast, pendampingan, asistensi
dan fasilitasl secara sistematis dan berkelanjutan
bagi Pemerintah Kota Bima dan masyarakat;

t. bahwa berdusarkan pertimbangan sebagpimana
dimaksud dalam pada huref a dan huruf b, perla
menetaphkan Peraturan Walikota tentang Inovasgi
Daerah;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2003 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negars Republik
Indonesin Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan
Lembaran Negarm Republik Indonesia  Momor
A0

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tembahan
Lembaran Negara Hepublis Indonesia Nomor
5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoneain Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara  Republik  [ndonesia  Nomor
S58T) scbagrimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedus Atas Undang-
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10,

11.

Undang MNomor 23  Tahun 2014 tentany
Pemerintnhon Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan
Lembarnn  Negara  Hepublik [ndonesin  Momor
GLYER

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (entang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembarin  Negarn
Republik  Indonesin Tahun 2014 Nomor 2032,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5601);

Poraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksannan Undang-Undang Momor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran
MNegora Republik Indonesia Tahun 2012 Nomar
215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 612:3):

Peraturan Pemerintah Momor 39 Tahun 2010
tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubshan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk  Hukum
Daerah [ Benita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104
Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian
Penghargaan dan/atau Insentl Daerah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2018 Nomor
1611);

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bima (Lembaran Daemh Kota Bima
Tahun 2016 Nomer 183, Tambahan Lembaran
Daerah Kola Bima Nomor BH) sobagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah  Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahun Kedun atos Peraturan Daerah Kota
Bima Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan  Busunan Perangkat Daerah HKota Bima _
{Lembaran Daergh Kota Bima Tahun 2022 Nomor

246, Tambshan Lembaran Daerah Kota Bima
Nomoer 112); '
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan P PERATURAN WALIKOTA TENTANG INOVASI DAERAH

HAE
KETENTUAN UMUM

MPamnl 1

Dalam Fernturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Doerah adalnh Kotn Bima.

2. Pemerintahan Docroh ndaloh penvelenppanan Urusnn Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilon Rakyat Daersh
menurut asas olonomi dan tugns porbantuan  dengan  prinsip
otonomi selung-lusanyn dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesin scbagaimonn dimaksud dalam Undang-Undang
Dagnr Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

4, Pemerintah Doersh  adalah  kepaln  doeroh  scbagai  unsur
penyelenggaraan Pemeriniahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintaban yang menjad] kewenangan daerah otonam.

4. Whollkela ndalah Walikola Dima.

9. Pemerintah  Pusat adslah  Presiden Republik Indonesia  yong
memegang  kekuasapn  pemerintahan negara Republik Indoncsia
yung dibantu oleh Wakil Presiden dan Menterd seboagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

6. Menteri adalah  menterf  yang  menyelenggarokan  Urusan
Pemeriniahan dalam neger.

7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daeral adalah kesatuan
masyarakal hukum yang mempunyal batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur den mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan  masyarakal selempal  menurat  prakarssa sendic
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Megara Kesatuan
Republik Indanesin,

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuttye disingkat DPFRD
wdalah lembaga perwakilan rakyat Daerah vang berkedudulan
sehagai unsur penyelenggara Pemerintaban Dagerah.

9. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD
dalam  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Duerah,

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profes
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemeriniah dengan perjanjian
xorja yvang bekerju pada inatansi pemerintuh.

11, Inovasi dacrah adalah semus  bentuk upaya dan  kegiatan
pembaharuan  dalem  penyelengearaan  Pemerintshan Daersh
termasuk pencrapan/ replikasi atos inovasi milik pemerintah.

L2, Urusan  Pemerintohan edalsh  kekuaspan pemerintahan  yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanannnyva dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungl, melayani, memberdayulan dan  menyejahterakan
musyarakat,

13, Pelayanan Publik adalah kegialon atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenivhan kebutuban pelayanan sesual dengan peraturan
porundangundangan begi setuao wargs negara dan penduduk atas
barang atau jasa danfateu pelavanan administrative  yang
digediakan oleh penyelenggora Pelayanan Publik,
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14.Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik
baik yang merupakan pegasan/ide kreatif orisinal dan/atau
adaptasi/modifilkasi yang memberlkan manfaat bagi masyarakat
secarg lnngsung maupun tidak langsung,

15. Rondmap Penguatan Sikn adalah dokumen yang bersi kebijakan
umum dan program  prioritas pembongunean dalam mngka
penguaton sistem inovasi daerah,

16, Alternatil Bancang Bongun lhnovasi Dacraoh adaelah ide berbeda dari
rancang bangun inovasi daerah yang diusulkan vang dipunalkan
gocbagai pilihan.

17. Ranicang Bongun Incvasi Daerah adalah struldur, bentuk, proses,
sistem donfoton kerangka kerja dard suatu produk atau suatu
proscdur kerja.

BAB 1T
TUJUAN DAN PRINSIP

Puasad 2

{1} Inovasi  Daerah  berfujuan untuk meningketkan  kinerja
penvelenggarnn Pemerintah Daerah dan percepatan pelaksanaan
relormasi hirokrasi,

(2} Untuk mencapai tujuan sebagsimana dimaksud pada ayat (1),
sasaran Inovasi Daerah diarabkan untuk mempercepat tervujudnys
keacjahteraan masyarakat melalui:
a4, peningkatan pelayanan publik;

L. pemberdayaan dan peran serla masyarakat; dan
c. pemingkatan dayve saing dacral.

Pusal 3
Inovasi Daerah diselenggaralan berdeaarkan prinsip:
peningkatan efisiensi;
perbatkan sfekimitas:

perbaikan kualitas pelayanan;

tidak menimbulkan konflik kepentingan;

beronientasi kepada kepentingan umum;

dilakukan secara terbuka;

mermetiuhil nilal kepalutan; dan

dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan

diri gendiri.

S S oAn o

BaB I
RUANG LINGELP

Peisal 4

(1) Eua.ng lingkup peraturan Walikotno ind, meliputi:

bentuk dan kriteria Inovasi Doerah;

pengusulan dan penetapan inisialil Inovasi Daerah;

uji coba Inovasi Daerah

penerapan, penilaian dan pemberion penghargaan Inovasi Daerah;
pendanaan;

informasi Inovasl Dacrah;

pembinaan dan pengawasan;dan

- penguatan sistem Inovasi Doerah.

2] nguatan sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada aarat

FR S8 AN O
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(1) buruf h dibuat dalam dokumen roadmap penguatan sistem
Inowasi Daerat.

{3) Dokumen readmap sebognimana dimakaud padn ayat (2) tereantum
dalom lampirnn Peraturan Walikote in.

AR 1V
BENTUK DAN KRITERIA INOVAS] DAERAH

Buginn Keoaatu
Bentulk Inovasi Dacrah

Pasal 5

Bentuk Inovasi Deerah melipuii:
i, [novast tita kelola Pemerintahan Daerah
b, Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
e, Inevasi Dasmh lainnya sesuai dengan Urisan Pemerintahan yung
menjadi kewenangan Daernh

Fazal &6

(1] Incwasi tata, kelola Pemerintahan Daerah schagaimana dimalesod
dalam Pasal & humif a mecrapakan inovasi dalam pelaksanaan
mansgjemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana
internal dalam pelaksanaan lungsi manajemen dan pengelolaan
Unsur manajemen.

(2] Inovasi Pelaksanaan Publik sebapuimana dimaksud dalam Pasal 5
huraf b merupakon inovasi dalam penvediaan pelavanan kepada
masyvarakat vang meliput  proses  pemberian pelayvanan
barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa
publik.

(3] Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf ¢ merupakan scgala bentuk inovasi dalam penvelenggaraan
Urusen Pemerintaban yeng menjadi kewenanpan Pemerintah
Daermh.

Bagian Kedus
Erilera [noves: Daerah

Fasgal ¥

Kriteria Inovasi Dacrah meliputi:

a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dan
inovasi;

b. memberi menfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;

¢, tidak mengpkibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada
masyarakal yang tidak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangat; ;

d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi - kewenangan
Daerah; dan ;

&, dapat direplikasi
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BAb v
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Baginn Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Dacrah

Pasal B

(1} Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari ;
a. Walikota;
b. Angeota DPRD;
€. ASN;
d. Peruwngkat Daerah: dun
e. Anggoln Masvaraknt.
(2} Inisiatif sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
proposal Inovasi Duemb yang selarang-kurangnya memuat -
. bentuk Inovasi Daemh:
rancang bangun Inovasi Duerah dan pokeok perubohan yang
akan dilakukan;
tujuan Inovasi Daerah;
mantaat yang diperoleh;
waktu uji coba Inovnsi Dasrah: dan
TeNCAna PeNEEUnean angearan, jika diperlukan.

oo

oA

Pasal 9

(1} Inisiatil Inovasi deerah yang berasal dari Walikots sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Walikota
dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk olch Walikota.

2} Inisiatif Inovasi Dacrah sebagnimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan proposal Inovesi Daesrah,

(3] Propasal Inwvasi Daerah sebagmimena dimalksud pada ayat 2
dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada
sant dibutublkan untuk dinyatakan layak atau tidak layalk.

(#1Tim independen scbagaimana dimaksud pada  ayat 3
beranggotakan unsur perguruan tinggl, pakar, dan/atau pralctisi
sesual dengan kebutuhian.

(3) Tim independen schagaimana dimaksud pada ayat (3] dalam
membsahas inisiotil Inovasi Drerah dikoordinasikan oleh Kepala
Badan Riset dan Inovasi Dacrah Kota Bima,

Pasal 10

{1} Inisiatif Inovasl Dacrah yang berasal dari anggota DPRD
sebagaimann dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituanglkan
dalam proposal Inovasi Daerah, '

|2} Propasal lnovasi Daerah scebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layek dalam rmpat
paripuma DPRL,

{3) Proposal Inovesi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layalk
dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Walikota,
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(@) Kepaln Badun Risel don Diovosl Doerah Kot Bles melnkukan
verifiknsi kesesunion proposal sebagadmona dimokeud e ayat

(3} dengnn kriterin Inoves] Doerall sebogadmon dimakaued didiom
Pasal 7.

Prsinld 1]

{1] Inisintil Inovosi Daeroh yang berossal dorl ASN schogaimons
dimokaud dalam Pasal B oyet (1) horof o disempoiksn kepada
Kepala Peranghal Docrah yanng menjodi alssannyn disertal dengan
proposul Inovasi Duerab untulk menclapatkan jzin tortulin,

{2) Inisiallf [novasi Daerah yang sudeh mendaputkan ixin lertulin
sehagnimana dimaksud pada ayat (1} disampoikan kepadn Badan
Riset dan Inovasi Doerah Kola Bima disertnl denpan proposal
Inovasi Daerah untuk dievaluos]

(3} Dalam hal hasil evolunsi sebagaimann dimaksud poda ayat ()
dinyatakon layak sebagni Inovasi Docrah berdosarkan keiteris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepaln Badon Riset don
Incvasi Dacrah Kota Bima menyampaikan inisiatif Inovani Dacrah
kepada Walileota.

Pagal 12

(1) Inislatif Inovasi Daerah yang berasal dard Perangkat Daerah
schapgaimane  dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d
disampaikan kepada Kepala Badan Risel dan Inovasi Daerah Kota
Bima diseriad dengan proposal Inovasi Daersh untuk dievaluasi,

{€) Dalam hal hasil evaluasi schagaimana dimaksud pada ayat (1)
inisiatil Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagal Inovesi Doerah
berdasarkan  kriteria  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7,
Kepala Badan Riset dan Inovasi Dacrah Kota Bima menyampaikan
inisiatil Inovasi Daerah kepada Walikota,

Fasal 13

(1) Inisiatif Inovasi Duerah yang berasal dard anggota maesyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hurul e
disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Walikota disertal
dengan proposal [novasi Ducrah.

(2} Dalam hal inisiatil Inovasi Dacrah yang bermsal dari angpota
masyarakat sebagaimana dimaksud pads ayat (1) disampaikan
kepada ketua DPRD, usulan Inovesi Daerah tersebul diteruskan
oleh ketua DPRD kepada Walikota untuk dievaluasi oleh Kepala
Badan Riact dan Inovasi Doerah Kota Bima,

{9) [3alam hal inisiatil [novasi Daerah yang berasal dari anggota
masyarakol sebagaimana dimaksud pada - ayat (1) disampaikan
lepada Walikola, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh
Walikota melaluj Kepoln Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota
Bima,

(4) Dalam hal hasil cvaluaei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayal (3) inisiatil Inovasi Daerah dinyatalkan layak sebagal Inovasi
Daerah scsuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Kepala Badan Riset dan Inovasi Dacrah Kota Bima menyampalkan
inisiatif Inovasi Dacrah kepada Walikota. '
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Pasal 14

(1) Dalam melakukan evaluasi lerhadap inisiatil Inevesi Doerah,
Kepala Badan Risel den Inovasi Daerah Kota Bima dapat
memberikan usulan atas rancang bangun Tnovasi Dacrah,

{2) Usulan sebagmimana dimalesud pada ayal ({1} disertokan dalam
proposal Inovas Daerah sebapai ulternatif rancang bangun inovasi
daerah.

{3] Alternatil mancang bangun Tnovasi Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] ditetapkan sehapai Inovasi daerah iniziatil pengusul
semula,

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

(1) Walikota menetapkan Inovasi Daerah disertai dengan penetapan
Perangkat Daerah  sesugi bidangnya untuk  ditugaskan
melaksanalkan uji coba Inovasi Daerah.

{2) Fenetapan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) :

A, Untuk usulan inisiatil Inovasi Daersh yang berasal dari
Walikota, dilakukan setelaly dibahas dan dinyalakan layak oleh
tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (3);

b. untuk uswlan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari enpgota
DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan
seteloh diverifikasi oleh Kepala Badan Riset dan Ivvasi Daerah
Kotz Bima;

€. untuk usulan inisiatil Inovasi Daerah yang berasal dari ASN,
Perangkat Dagrah, dan anggota masyarakal, dilakukan selelah
dicvaluasi dan dinyatalan layak oleh Kepala Badan Riaet dan
inovasi Daeruh Kota Rima;

(3] Kepulusan Walikote sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1)
schurang-kurangnya memuat ;

2. Perangkal Dscrah yang dilugaskan melaksanakan Tnovasi
Daerzh:

b. bentul Inovasi Dacrah:

rancang bangun Inovasi Dacrah dan pokok perubahan yang

akan dilalulkan;

tujuan Inovasi Daerah:

manfaat yang diperoleh;

walktu uji coba Inovast Daerah: dan
g angearan, jika dipeclukan. :

(4] Keputusan Walikota sebapaimana  dimaksud pada ayat (1}
dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(5] Keputusan Walikota rebagaimana  dimakaud pada ayat (4}
dilaporkan dan disampaikan oleh Walikota kepads Menteri.

e
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BAB VI
UJI CORA INOVASI DAERAH

Pasal 16

(1) Pelaksann Inovasi Dacral melaksanakan uji cobn Inovasi Dacrah
berdazarkan Keputusan Walikota sehagnimana dimaksud dalam
Pazal 15,

(2] Uji coba penernpan Inovasi Daerah sehagaimeana dimaksud pada
avat (1) dilakukan pada Perangkat Dacrah yung  ditugaskan
melaksanakan inevasi daerah sehagai laboraterium uji coba,

[3] Selama masa uji coba sebagnimana dimnksud pada ayat (2], tata
laksana pada Perangkat Dacrah yang dipibh dapat menerapkan
tuta laksana vang berbeda dengan yoang distur dalam peraturin
perundang-undangan, kecuali terthadap hal yang dapat
membahayakan kesebutan, keameanan, dan keselamatan manusia
dan linglungan,

[#) Untuk memperaleh  hasil lerbaik, uii coba dapat dilakukan

terhodap alternatif rancang bangun inovasi duerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat |3).

(5) Pelaksana Inovasi Dasrah menyampaikan laporan sccara berkala

pelaksanaan uji coba Inovasi Dacrah kepada Kepala. Badan Riset
dan Inovasi Dacrah Kota Bima.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan
oleh pelaksana Inovasi Duerah untuk menilai perkembangan dan
keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji voba Inovasi Dasral.

(2} Selamn ma=a ufl coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat
meclakukan penyusuaian rancang bangun Inovasi Decrah untuk
menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.

{3) Dulam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana
Inovasi Dacrah menghentkan pelaksanaan wji coba Inovasi
Dacrah dan melaporkan kepada Kepala Badan Riset dan Truontpsi
Darrah Kota Bima.

(4) Penghentian  uji coba scbhagaimana dimaksud pada ayat (3]
dilakukan atas persetujuan Walikota dan dilaporkan kepada
Menteri, :

Fagal 18

(1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaiken hasil pelaksanasn
seluruh lohapan uji coba Inovasi Daerali kepada Kepala Badan
Riset dan Inovasi Dasrah Kota Bime.

{2) Kepala Badan Riset dan Inovasi Dacrah Kota Bima melakukan
eviluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba
Inovasi Daerah,

(3} Hasil evaluasi tahapan pelaksansan ujfi coba Tnovasi Daerah
scbagaimana dimakaud pada ayat [2), disempaikan oleh Kepala
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima kepada Waliknta,
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Pasal 19

Tnovasi Dacrah yang sederhana, tidak menimbulkan dompak negatll
kepadn masynrakat, dan tidak mengubah mekanisme TR Ve e PR
Pemerintahan Dacrah  berdasarkan peraturan  perundang-undangan
langsting diterapkan tanpa melalud uji coba Inovasi Daeraly,

BABR VII
PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENCOHARGAAN INOVASI
DAERAH

Pagal 20

(1) Inovasi Daerah yang melalui ufi coba sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 16 wtau tanpa melalui uji coba sebagaimana
dimalesud dalam Pasal 19 diterapkan dalam penyelenggaraan
Pemerintaban Daerah.

(2) Penerapan hasil [novusi Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan denpgan :

A. Peraturan Dacrah untuk pencrapan Ioovasi daerah WERTLE
mengakibatlcan pembebanan kepada masyarakal, pembatasan
kepada masyarakat, denfatau pembebanan pada ungparan
pendapatan dan belanja Daerah; ataw

b. Peraturan Walikola untuk penetapan Incvasi Daerah yang
berkaitan dengan tata laksuna internal Pemerintah Daerash dan
tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakari,
pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada
anggaran pendapatan dan belunja Dacrah.

(3 Hak kelayssn intelektual atas Inovasi Dacrah menjadi milik
Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersiolisosikan,

(%} Pencrapan Inovasi Daeerah dilaporkan olch Walikots kepada
Menteri paling lambal & (enam) bulan sciak ditetapkannya
Peraturan Dacrah atau  Peraturan  Walikota schagaimana
dimakaud pada ayat (2} ditetapkan.

{5) Laporan penerapan [novasi Dacrah sebagaimana dimalksud pada
aval (4} paling sedikit memuat:

a. Cara malakukan inovasi dasrah;

b. Doxumentasi bentuk inovasi daerah.

Pamal 21

(1) Walikota melakukan peniluian terhadap ASK, Perangkat Daerah
dan fatau masyarakat yang menyelenggarakan inovasi daerah.

{<] Penilaian terhadap Inovasi Daerah scbagaimana dimaksud pada
ayat [1} sebugai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pagal 22

(L) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan danj/atau insentif
kepade individu atau Perangkat Dacrah yang mengusullun
Tnovasi Daerah yang berhasil diteraplkan,

(2) Dalam  hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian
penghargadn dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, )
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BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

(1} Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 20 dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain
scsuai dengan ketentuan peraturan rerundang-undangan,

(£} Dalam  hal kegiatan [novasi Daerah  belum tertuang  dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja [Dierah tahun  berjalan,
kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana

Kefa Pemerintah Daerah dan dianggarksn dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Duerah Perubahan tahun berjalan.

Pazal 24

(1} Penganggaran  kegiatan  Inovasi Daerah  dalam  anggaran
pendapatan dan belanja Duerah sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 23 disnggarkan pada Perangkat Daerah yvang akan
melaksanakan kegiatan Inovasi Dacrah.

[2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan ANgEiran
untuk kegialen Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah
dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Invvasi Dasrah tidalk
diberiknn pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
INFORMAS] INOVAST DAKHAH

Pamal 25

{1} Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah,

(2] Informasi Inovasi Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat 1)
berfujuan  untuk  meningkatkan  kinegja  penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah,  peningkatan Pelayanan  Publik, dan
peningkatan polensi sumber daya Daerah,

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1} Pembinaan dan pengawasan pelaksanasn Tnovasi Dacrsh aleh
Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikora

[2] Pembinaan dan penpawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengalur mengenal pembinasn dan PENgAWASAn
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3
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Bal X1
KETENTUAN PENUTUP

Paaal 28

Peraturan Walikotn ini mulai berlaku pada tanggal diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraluran Walikota ini dengan penempatannya dalam Uerita Daerah
Kota Bima.

Ditetapkan i Kota Bima
pada tanggal 26 Januard 2023

Diundangkan di Kota Birma
pada tangenl 26 Januari 2023

SEEKRETARIS DAERAH KOTA RIMA,
trel

MURHTAR

WALIKOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD LUTF]

BERITA DAEFRAH KOTA BIMA TAHUMN 2023 NOMOR 02

SERMERAN, SH., MH
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